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A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatal al-’alamin) yang
mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh
Rasulullah Muhammad saw. yaitu baik ritual (ibadah) maupun sosial
(muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan
hubungan manusia dengan Khalig-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk
mengingatkan secara terus-menerus tugas manusia sebagai khalifah-Nya di
muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the
game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.'

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di
dalam al-Qur’an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-Sunnah yang
suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat
membutuhkan keterangan tentang masalah muamalah dari dua sumber
tersebut, dan juga manusia membutuhkan makanan untuk memperkuat
kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya
yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia

dalam hidupnya.’

! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
4.

* Saleh al- Fauzan, A/-Mulakhkhasul Fighi, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema
Insani, 2006), 364.



Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara
satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh
apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang
orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian
orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.’

sebagaimana pada firman Allah swt. Dalam surat al-Maidah ayat 2 :
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Artinya: “....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.”?

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka, untuk
mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat,
baik dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan.’ sebagaimana

didasarkan pada firman Allah swt. dalam surat an-Nisa’ ayat 29 :
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha
Penyayang kepadamu.”®

* Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 258.

* Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: ASY-SYIFA’, 1998), 85.
> Ibid., 258.

% Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya..., 65.



Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap
muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja
merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki
harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah,
Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang
dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. Sebagaimana didasarkan pada

firman Allah SWT dalam surat al-Muk ayat 15:
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Artinya: “Dia-lah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-
Nya....”.

Kegiatan manusia dalam bidang muamalah bermacam-macam
jenisnya. Hal ini menuntut manusia untuk selalu bersikap kreatif dalam
segala aspek kehidupan terutama dalam bidang ibadah dan muamalah dengan
tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Karena dengan sikap yang demikian
maka manusia akan saling hidup rukun, damai dan sejahtera karena tidak
merugikan kepentingan orang lain.

Di antara kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah /Jjarah
yaitu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia,

seperti sewa menyewa kontrak atau menjual jasa kepada pihak yang

membutuhkan jasa dan saling suka rela.®

7 .

Ibid., 449.

¥ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung:
Pustaka Setia, 2014), 119.



ljarah dapat juga diartikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah),
yaitu mengambil manfaat dari hasil pekerjaan atau tenaga manusia, ada juga
yang mengartikan /jarah sebagai sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat
dari barang (objek sewa).’

Dalam hal sewa-menyewa, sebagaimana dengan perjanjian yang lain,
juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti dasar hukum, rukun,
syarat maupun bentuk dari sewa-menyewa yang diperbolehkan. Untuk itu,
dalam sewa jasa harus diperlukan adanya perjanjian mengenai mekanisme
sewa (upah) yang disepakati dalam kegiatan tersebut agar tidak ada pihak-
pihak yang dirugikan di kemudian hari. Hal ini diwujudkan dengan adanya
bentuk akad antara kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang
harus disepakati oleh pihak yang melakukan akad tersebut.

Di sektor jasa ini, merupakan salah satu kegiatan bisnis yang mulai
berkembang pesat dan banyak di minati para pelaku usaha yang saat ini
terdapat bermacam-macam bentuk usaha jasa, seperti jasa konsultan, jasa
angkutan, jasa persewaan, jasa pencucian pakaian (/aundry) dan sebagainya.
Dalam dunia usaha, usaha-usaha tersebut memegang peranan penting dalam
memperlancar dan membantu perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Tetapi dalam menjalankan sebuah usaha, pelaku usaha tidak hanya
memberikan jasa dan tanpa adanya suatu kewajiban baginya. Tetapi, pelaku
usaha mempunyai kewajiban untuk menjamin mutu produk jasa mereka agar

tidak merugikan konsumen. Terkait dengan kerugian konsumen, pemerintah

? Rachmat Syafei, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 122.



memberlakukan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen hak
sebagai konsumen telah di langgar oleh para pelaku usaha yaitu Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu
dalam undang-undang ini diatur adanya Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) yang betujuan membantu para konsumen untuk
menuntut para pelaku wusaha yang merugikan mereka, dan cara
penuntutannya di buat sedemikian rupa sehingga lebih efektif dan efisien.
Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, maka hak-hak konsumen sudah dapat di
perjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara
umum ada empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:'

1. Hak untuk mendapatkan keamanan;

2. Hak untuk mendapatkan informasi;

3. Hak untuk memilih;

4. Hak untuk di dengar.

Keempat hak tersebut kemudian dimasukkan dalam Pasal 4 Undang
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur
hak-hak konsumen antara lain :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/ jasa;

0 Shidarta, Hukum perilindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Grafindo, 2000), 16.



2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa
yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaiman mestinya.

Salah satu bidang usaha jasa yang relatif baru tetapi sudah sangat
memasyarakat adalah sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel.
Dimana dengan TV Kabel, masyarakat dapat menikmati siaran televisi tanpa
memasang antena yang rumit dan rawan rusak. Kalau di Desa, antena harus
dipasang di tempat yang tinggi dan harus mengatur posisi antena agar
gambar televisi bisa jernih tapi dengan risiko jatuh dari ketinggian yang bisa

membahayakan keselamatan jiwa.'' Hal ini pernah di alami oleh Bapak

1 Anshori, Wawancara, Lamongan, 26 Oktober 2014.



Anshori saat memperbaiki antena, karena pada saat itu antenanya sedang
rusak dan beralih arah akibat layang-layang yang tersangkut di antenna,
sehingga membuat gambar televisi menjadi buram dan hampir tidak bisa
dilihat, kemudian Pak Anshori naik ke antena tersebut, dan pada saat itu
jatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Untungnya hanya mengalami luka
ringan saja. Sejak saat itu, Pak Anshori memutuskan untuk menggunakan
sewa jasa TV Kabel yang pemasangannya mudah tidak perlu ketinggian,
tidak perlu mengatur posisi, gambarnya jernih, channelnya banyak di
bandingkan dengan menggunakan antena karena TV Kabel merupakan TV
Satelit yang bisa menyiarkan channel luar negeri, tapi dengan membayar
setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.'*

Tetapi, dalam sewa jasa penyiaran televisi Kabel di Desa Sedayulawas
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam prakteknya sering terjadi
gangguan sinyal, rusaknya boster dan putusnya kabel penyambung saluran
televisi, sehingga siaran televis mati selama berjam-jam. Mengenai putusnya
kabel ini, pernah terjadi di satu RT, sehingga mengakibatkan siaran televisi
satu RT tersebut mati sampai berjam-jam dan hal itu sering terjadi sampai
lima kali."? Sehingga hak konsumen sebagai pengguna sewa jasa TV Kabel
untuk menonton siaran televisi itu hilang. Dan sebagai konsumen merasa
dirugikan dengan tidak dapat menonton tayangan televisi. Dan dari pihak

yang menyewakan tidak ada ganti rugi atau kompensasi.

12 7alfa’, Wawancara, Lamongan, 26 Oktober 2014.
13 Aimmah, Wawancara, Lamongan, 25 Oktober 2014.



Sedangkan dalam hukum Islam, setiap perjanjian atau dalam
melakukan transaksi bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak
masing-masing atau berlaku secara adil (a/-‘adalah) dan berlandaskan pada
syari’at Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut
untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi
perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.'"® Sedangkan dalam sewa jasa
penyiaran televisi dengan TV Kabel tersebut terdapat pihak yang dirugikan
karena tidak bisa menonton televisi yang merupakan manfaat dari barang
tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya
mengangkat fenomena yang telah terjadi sebagai topik penelitian imiah
terhadap praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa

Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan
bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah:
a. Konsep ljarah menurut hukum Islam.
b. Hak dan Kewajiban konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

% 1bid., 15.



c. Praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa
Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

d. Bentuk-bentuk kerugian konsumen pengguna jasa yang di alami oleh
pelanggan sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa
Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

e. Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen terhadap sewa jasa penyiaran televisi dengan
TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan.

. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan dalam
identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis
akan membatasi masalah dalam pembahasan tersebut, yang meliputi:

a. Praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa
Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen terhadap sewa jasa penyiaran
televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan.
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C. Rumusan Masalah
Agar lebih terarah dan lebih operasional bahasan ini, maka perlu adanya
rumusan masalah yang tertuang dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di
Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap sewa jasa penyiaran
televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada."

Di bawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian sebelumnya
yang membahas tentang jasa dalam skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya
dalam penelitian sebelumnya ditemukan beberapa masalah yang berkaitan
dengan judul yang akan saya bahas. Judul-judul tersebut Yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa

Laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo”, hasil penelitian ini menyimpulkan

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2014), 8.
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bahwa praktik usaha jasa Jaundry di Kalijaten Taman Sidoarjo
kebanyakan kerugian yang di alami konsumen akibat proses produksi
yang dilakukan pelaku usaha jasa /aundry. Dan hal ini tidak sesuai dengan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dan hukum Islam terkait pemberian wujroh yang diberikan konsumen
kepada pelaku usaha.'®

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengelolaan
Jasa Parkir di Perusahaan ISS (International Service System)”, hasil
penelitian ini menghasilkan penemuan yaitu kenyataan yang didapat
melalui wawancara dengan pengguna jasa parkir bahwa pencantuman
aturan-aturan parkir (klausula baku) yang sulit dilihat oleh pengguna jasa
parkir mengakibatkan pengguna jasa parkir lebih banyak terpaksa
menerima aturan-aturan parkir di perusahaan ISS Surabaya. Dan hal ini
melanggar prinsip kerelaan (antaradhin) dalam hukum Islam dan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."’

3. Penelitian yang berjudul ‘“Analisis Terhadap Kerugian Konsumen
Pengguna Jasa Layanan Paket Full Service BB PT. XL Di Tinjau Hukum
Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen”, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib

'® Riski Dwi Puspita Ningrum, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo”
(Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

7 sSiti Alima Elvi, Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Pengelolaan Jasa Parkir di Perusahaan ISS (International
Service System) (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).
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bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat

keterbatasan kualitas dan jaringan yang tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan dalam Islam pelaku usaha belum memenuhi

asas dalam akad."®

Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Sewa Jasa Penyiaran Televisi Dengan TV
Kabel Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan®.
Dalam skripsi ini akan membahas mengenai praktik penyewaan jasa
penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan yang mana dalam sewa jasa ini, hak
konsumen untuk menonton siaran televisi hilang karena sering mati. Hal ini
tidak sesuai yang disyariatkan dalam hukum Islam mengenai akad dan /jarah
serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

karena adanya pihak yang merasa dirugikan.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai
oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel

di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

'8 Eny Faridhatun Umroh, Analisis Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Layanan Paket
Full Service BB PT. XL Di Tinjau Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).



13

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap sewa jasa
penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Dari Segi Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan
ilmu syariah, khususnya prodi muamalah untuk menjadi tambahan
wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan
dengan praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran
terhadap khazanah literatur pada program studi Muamalah di UIN
Sunan Ampel dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai
referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek
penelitian namun dengan sefting yang berbeda.
2. Dari Segi Praktis
Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel,
agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan tentang sewa jasa dan
hak dan kewajiban konsumen yang berlaku di dalam hukum Islam dan

hukum positif.



14

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang
bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan
acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui
penelitian.'” Maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut.

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan
kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dan juga para Fugaha.”’ Dan
dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur tentang /jarah dan
akad berdasarkan al-Qur’an, Hadis, dan menurut beberapa pendapat ulama’
Fikih yang akan mengkaji mengenai sewa jasa penyiaran televisi dengan TV
Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
adalah Peraturan-peraturan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen pengguna sewa jasa penyiaran
televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan.

Sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel adalah Perjanjian sewa
menyewa dalam bentuk jasa dimana pihak yang menyewakan memberikan
jasa untuk menyiarkan televisi menggunakan alat berupa TV Kabel dan

pihak yang menyewa jasa memberikan upah.

Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Cetakan V
(Edisi Revisi, Surabaya,, 2014), 9.
2OSudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.
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Sehingga yang dimaksud dengan 77njauan Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sewa
Jasa Penyiaran Televisi Dengan TV Kabel Di Desa Sedayulawas Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan adalah suatu akad sewa jasa yang dilakukan
seseorang dalam Penyiaran Televisi dengan menggunakan TV Kabel yang
ditinjau oleh hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

H. Metode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan

Penelitian tentang “7injauan Hukum Islam Dan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sewa Jasa
Penyiaran Televisi Dengan TV Kabel Di Desa Sedayulawas Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan” merupakan penelitian yang bersifat
“field research” (penelitian lapangan), yaitu data yang diperoleh langsung
dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi) dan wawancara®'.
Sedangkan penelitian ini tanpa menggunakan perhitungan angka-angka
melainkan mempergunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk
melengkapi data yang penyusun inginkan. Sehingga penelitian ini masih
ada kelemahan dalam metode penelitiannya.

Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

2 Masruhan, Metoodologi Penelitian Hukum (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 91.
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a. Data tentang pelaksanaan sewa jasa penyiaran televisi dengan TV
Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan.

b. Data keterangan dari para pihak yang melakukan sewa jasa penyiaran
televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan yaitu data dari pihak yang menyewakan dan
pihak penyewa.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diterima langsung dari
objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk
mendapatkan data yang kongkrit.*> Untuk memperoleh data primer
ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan pihak
penyewa jasa atau pelanggan TV Kabel di Desa Sedayulawas
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, pihak yang menyewakan
jasa TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan. dan orang—orang yang berhubungan dengan permasalahan
yang dibahas. Penulis juga akan mengkaji dokumen—dokumen yang

dapat dijadikan data pada penelitian ini.

** Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Prenada Media Group,
2005), 55.
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b. Sumber sekunder
Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh
langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud
dokumentasi atau data laporan yang tersedia.”> Adapun data tersebut
meliputi:
1) Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer
2) Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke
Praktik
3) Shidarta, Hukum perlindungan Konsumen Indonesia
4) Rachmat Syafei, Figih Muamalah
5) Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram
6) Wahbah Az-zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5
7) Soeratno, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis
3. Teknik Pengumpulan Data
a. observasi yaitu mengamati dan mendengar, mencari jawaban terhadap
fenomena yang ada di lapangan.24 Data yang diambil merupakan salah
satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat
secara sistematika akan fenomena yang terjadi di Desa Sedayulawas
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
b. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab dengan tatap
muka langsung pewawancara dengan orang yang diwawancarai

dengan tujuan untuk memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang

2 Azwar Saifudin, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
24 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum...., 212.
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diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.”’ penulis
secara langsung mengadakan wawancara dengan pihak penyewa jasa
atau pelanggan TV Kabel di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan, pihak yang menyewakan jasa TV Kabel di
Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. dan
orang—orang yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh
dari data tertulis.”® Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui
data sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa

Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan

bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai

berikut:

a.

Editing adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan
untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.”’

Organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan,
mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga

menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.*®

Blbid., 237.
®bid., 208.

?'Soeratno, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UUP AMP YKPM,

1995), 127.

?8Rachmabuana.blogspot.com/2013/11/pengertian-pengorganisasian-organizing.html, diakses pada
10 Desember 2014.
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Coding adalah memberi kode-kode tertentu kepada masing-masing
kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkannya.”
Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengkategorikan data
dan memeriksa data yang dibutuhkan sehingga data-data yang sudah

diperoleh relevan dengan tema riset.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis

terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan:

a.

Deskriptif Analisis

deskriptif analisis yaitu pola pikir yang menggambarkan,
meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena
masyarakat (sosial) atau kenyataan yang ada dilapangan® menganai
sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel, berbagai variabel yang

muncul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

. Pola Pikir Induktif

metode penalaran yang berpangkal dari pengumpulan data-data
empiris yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan
pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian.’’
Dalam penelitian ini data-data empiris tersebut diperoleh dari

mekanisme sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa

Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2 Masruhan, Metodologi Penlitian Hukum...,255.
* Ibid.,48-49.
3 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.
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Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini,
penulis membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang
lainya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang
sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab kesatu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah
yang akan dikaji dan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-
teori yang berkaitan dengan praktik sewa jasa, dalam hal ini mencakup bahasan
tentang konsep /jarah dalam Islam yang di antaranya mengenai pengertian
ljarah, landasan hukum /Jjarah, rukun dan syarat Jjarah, sifat ljarah, hukum
ljarah, jenis-jenis [jarah, pembayaran ujrah, pembatalan dan berakhirnya akad
ljarah. Selanjutnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen meliputi pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum
perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban
pelaku usaha serta larangan bagi pelaku usaha.

Bab ketiga adalah hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data yang
berkenaan dengan variabel yang diteliti. Penulis akan mendiskripsikan secara

jelas tentang keadaan umum Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong
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Kabupaten Lamongan, praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel
di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan bentuk-
bentuk kerugian pengguna sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di
Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bab keempat adalah analisis data yang berisi tentang analisis praktik
sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas Brondong
Lamongan yang ditinjau oleh hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian
yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang
terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari
dari penelitian tentang praktik Sewa Jasa Penyiaran Televisi Dengan TV Kabel
Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan

saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian.



